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ABSTRAK 

 

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENERAPKAN DAKWAAN 

PRIMAIR-SUBSIDAIR DALAM PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DI 

KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 20/PID.SUS- 

TPK/2018/PN PLG. 

RICO YULIANSYAH 

 

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku 

manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala 

kehidupan masyarakat Indonesia 

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah 

korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah 

tergolong extra-ordinarycrime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja 

keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio 

budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. 

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana 

korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak 

mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 

Jaksa merupakan salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan 

dan membuat surat dakwaan Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian 

terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi 

kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum 

akan menyusun surat dakwaan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut 

Umum menerapkan Dakwaan Primair-Subsidair Dalam Perkaratindak Pidana Korupsi Di 

Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Plg. Penelitian 

ini menggunakan Metode Sosiologis Empiris yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan 

mewancarai instansi terkait Kejaksaan Negeri Palembang. Bahan-bahan kepustakaan yang 

berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan perundang-undangan 

 

 

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan, Tindak Pidana 

Korupsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna 

bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.1 

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman 

tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan 

hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. 

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki 

aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa 

yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah 

satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan 

perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, 

merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai 

ancaman (sanksi). 

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah 

masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di 

Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinarycrime atau kejahatan luar biasa 

karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, 

 

 

 

 

 

 

1Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan 

hukum keamanan nasional.2 

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, 

praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat 

dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. 

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan 

tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena 

peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian 

direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa 

pasalnya.3 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara. 

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif 

melalui penyalahgunaan wewenang. 

 

 

 

2Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13. 
3Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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Jaksa merupakan salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk 

melakukan penuntutan. Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan 

penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut 

Umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk 

memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh. Dalam hal ini 

Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang 

diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan 

formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut 

Umum akan menyusun surat dakwaan. 

Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk 

meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan 

pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan 

Jaksa/Penuntut Umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara 

cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili 

seseorang di persidangan. Syarat materil dari surat dakwaan ditentukan Pasal 

143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berisikan uraian secara cermat, jelas, dan 

lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu 

dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Mengenai hal ini pembentukan undang- 

undang menyerahkan pada perkembangan kebiasaan dalam praktik peradilan, 

doktrina, dan yursiprudensi.4 

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentangKejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat 

 
 

4Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 59-61. 
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fungsional yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak 

sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga negara pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh 

kekuasaan pihak manapun, yakni di laksanakan secara merdeka terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

 

Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum di tuntut lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 

umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN).5 

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah Tindakan penuntut 

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang 

dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan 

supaya diperiksa. 

Jelas bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan karena adanya 

dakwaan dari penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 

seseorang yang melakukan tindak pidana. 

Karena itu hakim memutus perkara tidak boleh melebihi apa yang 

didakwakan oleh penuntut umum, KUHAP menentukan bahwa pelimpahan 

perkara ke pengadilan harus disertai surat dakwaan. 

 

 
 

5Evi Hartani, S.H., Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua,Sinar Grafika,Jakarta, 2016, hlm 

34 
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Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat oleh penuntut 

umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dianggap lengkap 

memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.6 

Menentukan kebijakan dakwaan adalah wewenang dan tanggung jawab 

penuntut umumBerkenaan dengan inilah mungkin saja perubahan dakwaan 

berkaitan dengan kebijakan dalam menentukan susunan dakwaan, seperti 

disusun secara tunggal atau kumulatif atau subsidair.7 

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa berdasarkan BAP yang 

dilakukan oleh penyidik yang memuat rincian rumusan tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dijadikan dasar pemeriksaan 

dalam sidang. 

Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu 

perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu 

surat dakwaan.8 

Surat dakwaan primer-subsider merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh 

jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang dimulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana 

teringan. Meskipun surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan primer-subsidair 

sama terdapat beberapa tindak pidana akan tetapi surat dakwaan primer- 

subsidair tidak secara bebas memilih tindak pidana mana yang akan dijatuhi 

 

 

6Kadri Husin, Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta Timur, 2016, hlm 105 
7Ibid. Hal. 107 
8https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk- 

surat-dakwaan - Di Akses Pada 29 Maret 2012 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-
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pidana melainkan membuktikan satu persatu. Apabila dakwaan primer tidak 

terbukti barulah jaksa memeriksa dakwaan subsidair.Diantara tindak pidana 

yang didakwakan secara bertingkat hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana 

kepada terdakwa.9 

Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan sesuaidengan 

tindak pidana terhadap yang orangitu lakukan,baik dari pasal yang meringankan 

maupun sampai dengan memberatkanakan tetapi sebelum dibuatkannya 

dakwaan,Jaksa Penuntut Umum perlu melakukan penyidikan secara intens 

dengan data dan bukti lengkap yang mendukung. 

Kemudian proses ini akan naik ke tahap penyidikan untuk mencari dan di 

tetapkannya tersangka, lalu pihak kejaksaan selaku penuntut umum memannggil 

beberapa saksi untuk di periksadan di buatkannya Berita Acara Pemeriksaan 

saksi (BAP) yangdimana akan menjadi sebuah berkas perkara setelah di 

tetapkannya tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan siap di limpahkan 

ke pengadilan negeri. 

Dalam hal ini Jaksa Penuntut umum perlu dan harus sudah selesai membuat 

surat dakwaan sebelum sampai dengan tibanya hari sidang, terkhusus nya dalam 

perkara tindak pidana korupsi sering Jaksa Penuntut Umum Menerapkan 

dakwaan primair-subsidair dari yang meringankan sampai dengan 

memberatkan,karena untuk membuktikan di salah satu pasal mana yang akan 

terbukti dalamtuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. 

 

 
 

9https://menurut hukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/ - Di Akses pada 

20 Maret 2020 
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Oleh karna permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji.kasus korupsi 

yang serupa diatas dengan diterapkannya dakwaan primair-subsidair oleh Jaksa 

Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Bernama ANDA RANI MURBIASTUTI, 

ST.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga PNS di Pemkot 

Palembang dan Terdakwa II Bernama Ir. MARDJUKI, MT selaku pihak 

rekanan yang melakukan pengerjaan proyek lift, yaitu pada kasus korupsi proyek 

pengadaan lift kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kota Palembang tahun 2015. didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan penuntutan yang dilakukan secara 

terpisah. 

Dakwaan 

 
Primair : 

 
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Subsidair : 

 
Pasal 3 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 

Pada putusan nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg terdakwa dinyatakan 

tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.Terdakwa 

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 7 bersalah melakukan tindak 

pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada dakwaan subsidair, 

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ANDA RANI MURBIASTUTI, 
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ST.,MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan (1,5 

tahun) kurungan penjara.dan Terdakwa II Ir. MARDJUKI.,MT dengan pidana 

penjara 1 tahun 3 bulan kurungan penjaracdan pidana denda masing-masing 

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing- 

masing selama 3 bulan. 

Dalam perkara ini untuk penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan 

jasa. Selain itu, terdakwa Anda Rani Murbiastuti selaku PPK proyek telah 

menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya sehingga mengakibatkan 

terjadinya kerugian negara dalam pengadaan lift tersebut, bahkan dari hasil 

penyelidikan dan penyidikan jaksa Kejari Palembang juga mengungkap jika lift 

yang dikerjakan oleh terdakwa Mardjuki tidak sesuai spesifikasi hingga dari 

pagu anggaran senilai Rp 1,4 miliar, terjadi kerugian negara sebesar Rp 310 juta. 

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong 

bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam, yang 

nantinya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul 

:“Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan 

Primair-Subsidair Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan 

Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan 

dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana korupsi di 

Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus- 

TPK/2018/PN Plg.? 

2. Faktor-Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum 

menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana 

korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 

20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran 

tentang Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan 

Primair-Subsidair Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri 

Palembang Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg. Dengan 

penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk memperjelas masalah. 

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut 

Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak 

pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan Nomor: 

20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg. 

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam 
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perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam 

Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg. 

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya dibidang Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian 

pada Almamater. 

D. Definisi Operasional 

 

Definisi Operasional adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang 

mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun sistematis penelitian.Definisi Operasional menjadi pedoman peneliti 

untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. 

a. Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang10 

b. Surat dakwaan primer-subsider adalah merupakan surat dakwaan yang 

dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang dimulai dari tindak pidana terberat sampai 

dengan tindak pidana teringan. Meskipun surat dakwaan alternatif dan 

surat dakwaan primer-subsidair sama terdapat beberapa tindak pidana 

akan tetapi surat dakwaan primer-subsidair tidak secara bebas memilih 

tindak pidana mana yang akan dijatuhi pidana melainkan membuktikan 

 
 

10https://paralegal.id/pengertian/jaksa/ - Di Akses Pada 26 Juli 2004 
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satu persatu. Apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah jaksa 

memeriksa dakwaan subsidair. Diantara tindak pidana yang didakwakan 

secara bertingkat hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana kepada 

terdakwa.11 

c. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum, dengan maksud 

memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun 

korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negaraUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan   Tindak 

Pidana Korupsi.12 

E Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini 

adalah metode penelitian sosiologis empiris karena dilakukan dengan cara 

mengkaji dan mewawancaraidi instansi terkait Kejaksaan Negeri Palembang. 

Bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas 

oleh penulis dalam skripsi ini. 

 

 

 

11https://menuruthukum.com/2020/03/20/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/ - Di Akses pada 

20 Maret 2020 
12 https://www.merdeka.com/trending/penyebab-terjadinya-korupsi-dari-hal-kecil-serta- 

definisi-amp-tantangan-memberantasnya-kln.html?page=2 – Di Akses Pada 13 Maret 2021. 

http://www.merdeka.com/trending/penyebab-terjadinya-korupsi-dari-hal-kecil-serta-
http://www.merdeka.com/trending/penyebab-terjadinya-korupsi-dari-hal-kecil-serta-


12 
 

 

 

 

2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang 

memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian 

deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, 

atau keadaan secara sosial.13 

3. Alat pengumpulan data 

 

Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yang 

merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka dan wawancara. 

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. 

a. Bahan hukum primer sebagai berikut: 

 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

 

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 

c) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se- 

004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan 

d) Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999   tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

e) Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg 
 

 

 

 

 
 

13 https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif- 

pada-sebuah-tulisan-ilmiah.- Di Akses Pada 08 Agustus 2019 

https://www.liputan6.com/news/read/3867330/10-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mahasiswa-wajib-tahu?related=dable&source=search&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fsearch%3Fq%3Dpenelitian%2Bkualitatif
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b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan yang mendukung dan 

memperkuat bahan hukum primer. Memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan 

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. 14 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder 

sebagai berikut: 

a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan 

sebagai bahan hukum primer. 

b) Buku-buku Hukum, makalah-makalah dan jurnal-jurnal hukum 

 

c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti, bisa dilakukan dengan terjun ke lapangan secara 

langsung untuk mewawancarai ke instansi terkait yang akan 

dituju. 

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder. Bahan hukum tersier di contohkan seperti: indeks 

komulatif, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lainlainnya.15 

F. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab 

memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 
 

14 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Hal.23. 
15Ibid. Hal. 54. 
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Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini berisikan tentang teori yang berupaJaksa 

Penuntut Umum,surat dakwaan dan tindak pidana korupsi. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang menjadi 

dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menerapkan 

dakwaan primair-subsidair dalam perkara tindak pidana 

korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Putusan 

Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg. dan Faktor-Faktor 

yang dapat mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum 

menerapkan dakwaan primair-subsidair dalam perkara 

tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang 

Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg. 

BAB IV : PENUTUP 

 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem 

berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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